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ABSTRAK

Eksekusi jaminan fidusia yang menjadi salah satu hak dari kreditur apabila
terjadi wanprestari atau cidera janji seringkali dalam praktik di lapangan terdapat
penyimpangan dalam proses eksekusi yang menyebabkan kerugian bagi debitur.
Multi tafsir pemaknaan pasal dalam undang-undang bahwa kreditur dapat serta
merta/menjual benda atas kekuasaannya sendiri terhadap objek jaminan fidusia
seringkali mengabaikan unsur cidera janji, atau perbuatan melawan hukum. Hal ini
dapat dilihat dengan adanya pengujian Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang
Jaminan Fidusia yang kemudian muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-VI1/2019 yang memberikan angin segar atas problematika eksekusi
jaminan fidusia. Olehkarena itu penyusun tertarik untuk meniliti bagaimana
perlindungan hukum debitur pasca putusan tersebut dan bagaimana implikasi
hukum dari dikeluarkannya putusan mahkamah konstuti.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan
(library research). Pendekatan yang digunakan dalam adalah pendekatan normatif-
yuridis yang bersifat deskriftif analitis. Adapun bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini diantaranya: 1) bahan hukum primer: Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XV11/2018, Kitab Undang-Undang Perdata, Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden No.
86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan,
Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang, 2) bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel atau jurnal, 3) bahan
hukum tersier berupa kamus dan berita. Teori yang digunakan dalam penelitian ini
diantaranya adalah teori perlindungan hukum, teori keadilan dan teori kepastian
hukum.

Hasil dari penelitian dalam konteks perlindungan hukum yaitu perlindungan
yang berimbang antara debitur dan kreditur pelaksanaan eksekusi secara serta merta
masih dapat dilakukan dengan syarat apabila kedua belah pihak sepakat terjadi
cidera janji, dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang
menjadi jaminan fidusia. Apabila tidak memperoleh kesepakatan tentang cidera
janji maka mekanisme penentuan dilakukan dengan upaya hukum di pengadilan,
hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum yang berimbang berupa kepastian
hukum dan keadilan. Pada saat pelaksanaan lelang berimplikasi terhadap proses
verifikasi dokumen permohonan lelang di KPKNL. Dengan adanya putusan
mahkamah tidak merubah secara fundamental undang-undang jaminan fidusia
tetapi memberikan solusi atas praktik di lapangan terhadap eksekusi jaminan
fidusia.

Kata Kunci: Eksekusi Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi,
Perlindungan Hukum
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MOTTO

Tidak ada daya dan kemampuan, kecuali dengan pertolongan Allah

Ability is something that you can create

(Wirda Mansur)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika dalam dunia perkreditan memunculkan peraturan yang
mengatur tentang jaminan dalam kredit, dimana hukum jaminan mempunyai
fungsi sebagai penunjang kegiatan perekonomian dan kegiatan pembangunan
pada umumnya.> Jaminan bisa berupa barang bergerak, namun masih dapat
menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun guna kepentingan
usahanya. Jaminan kredit yang seperti tersebut tidak bisa hanya ditampung oleh
peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut berada pada
yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2)
KUHPerdata mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang
diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada kekuasaan
yang berpiutang, sedang benda tersebut diperlukan oleh yang bersangkutan.?
Olehkarena itu disahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia yang diundangkan tanggal 30 September 1999 dan diumumkan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 yang

dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Fidusia

L R. Subekti dan R. Tjictosoedibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:PT.
Pradnya Paramita, 1992), him. 269.

2 Rm. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, “Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian
Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota
Makassar”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, him. 17.



sendiri dapat dimaknai hubungan hukum antara debitur® dan kreditur* yang
merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan.
Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur akan mengembalikan hak milik yang
diserahkan kepadanya setelah debitur melunasi utangnya. Kreditur juga percaya
bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang

berada dalam kekuasaannya dan akan memeliharanya.®

Pengertian tentang fidusia juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu:®

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap

dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan ialah pemindahan hak
kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar

kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada

% Pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Lihat Pasal 1 angka

9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

4 Pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Lihat Pasal 1

angka 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

5 Zaenii Asyhadie dan Rahma Kusumawati, Hukum Jaminan di Indonesia Kajian

berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah, (Depok: Rajawali Pers, 2018), him.

157.

® Pasal 1 ayat (1).



di tangan debitur. Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 juga menjelaskan

yang dimaksud dengan jaminan fidusia yaitu’:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan baik yang dapat
dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah yang tetap berada
dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima

fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Fidusia ialah jenis jaminan yang timbul dari suatu perjanjian yaitu utang-
piutang, yang kemudian dibuat perjanjian fidusia dalam bentuk tertulis dan
dituangkan dalam akta notaris guna melindungi dan memudahkan kreditur
dalam pembuktian bahwa telah ada suatu penyerahan hak kepemilikan kepada
kreditur. Perjanjian fidusia bersifat accesoir (ikutan) karena perjanjian fidusia

sebagai pelengkap perjanjian utang piutang (kredit).

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa seringkali salah satu pihak
melakukan cidera janji atau wanprestasi sehingga perjanjian tidak berjalan
sebagaimana mestinya yang menimbulkan permasalahan sehingga butuh
penyelesaian secara cepat. Selain itu dengan adanya cidera janji yang dilakukan
oleh debitur mengakibatkan kerugian yang dialami oleh kreditur. Dalam

Undang-Undang Jaminan Fidusia pasal 15 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa

" Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat
dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para

pihak untuk melaksanakan putusan itu.

Multitafsir terhadap bunyi pasal tersebut pada kenyataan sering terjadi
keberatan dari pihak debitur yang merasa dirugikan dengan adanya eksekusi
jaminan yang dilakukan terhadap aset yang menjadi objek jaminan. Menurut
Ketua Pengurus Harian YLKI® pada tahun 2016 pengaduan jasa keuangan
menduduki 32% dari pengaduan yang masuk salah satu diantaranya adalah
leasing. Empat bentuk pengaduan utama yaitu penarikan kendaraan oleh
leasing, over kredit bermasalah, perilaku debt collector dan perhitungan denda
serta biaya. Dari empat hal tersebut yang paling mengganggu dan melanggar
hak konsumen adalah penarikan kendaraan dan/atau perilaku debt collector atau
juru tagih. Pada tahun 2017 masalah jasa keuangan dan leasing masih
menduduki pengaduan kategori lima besar atau sepuluh besar yaitu 57 kasus,
dan pada 2018 sekitar 24 kasus yang karakter masalahnya masih sama dengan

tahun-tahun sebelumnya yaitu penarikan kendaraan atau masalah debt collector.

Hal ini juga terjadi pada Aprilliani Dewi dan suaminya Suri Agung
Wibowo selaku pemohon dalam uji materil Undang-Undang Jaminan Fidusia
yang merasa dirugikan oleh beberapa pasal dalam dalam undang-undang
tersebut. Dimana para pemohon mengalami tindakan pengambilan paksa mobil

Toyota Alphard VV Model 2.4 A/T 2004 oleh PT Astra Sedaya Finance (PT ASF)

8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI11/2019, him. 19.



yang sebelumnya telah melakukan perjanjian pembiayaan multiguna atas
penyediaan dana pembelian satu unit mobil mewah tersebut. Namun pada
November 2017 PT ASF mengirim perwakilan untuk menarik kendaraan
pemohon dengan dalil wanprestasi. Atas perlakuan tersebut diajukan surat
pengaduan kepada PT. ASF namun tidak ada tanggapan yang akhirnya
mengambil langkah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Jakarta
Selatan yang dalam putusannya menyatakan bahwa PT ASF melakukan
perbuatan melawan hukum, namun penarikan paksa masih dilakukan dengan
disaksikan pihak kepolisian. Hal itulah yang mendasari para pemohon
melakukan uji materil pasal 15 ayat (2) “Sertifikat Jaminan Fidusia
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang
sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap” dan ayat (3) “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai
hak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya
sendiri”. Terhadap uji materil yang dilakukan pemohon Mahkamah Konstitusi

mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XV11/2019 yang menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa ‘“kekuatan
eksekutorial: dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak



mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan
tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan
menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan
fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam
pelaksanaan eksekusi Sertifiat Jaminan Fidusia harus dilakukan
dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji”
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji
tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas
dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar
upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang

frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan
tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara
sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala
mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi
Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama
dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap”

Berdasarkan latar belakang tersebut maka menjadi penting untuk dikaji
lebih jauh implikasi hukum atas Putusan MK yang mempengaruhi sistem
eksekusi jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi yang telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal inilah
yang menjadi perhatian penyusun sehingga menarik untuk ditelusuri dan dikaji
dalam judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksekusi
Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XV11/2019).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum debitur pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XV11/2019?

2. Apa implikasi hukum dari dikeluarkannya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI11/2019 terhadap eksekusi jaminan

fidusia di Indonesia?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan dan kegunaan yang

hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan dan menganalisis implikasi hukum dari
dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi terhadap eksekusi
jaminan fidusia di Indonesia.
b. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum debitur
pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV11/2019.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat
dijadikan sumbangan pemikiran atau pedoman untuk menyusun
penyusunan berikutnya bila berhubungan dengan eksekusi jaminan
fidusia dan memperluas pengetahuan khususnya dalam hukum
jaminan.
b. Kegunaan Praktis
b.1. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir
penyusun mengenai eksekusi jaminan fidusia.
b.2. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak baik
akademisi, pelaku bisnis, maupun masyarakat yang menjadi debitur.
b.3. Sebagai sarana dan sebagai acuan untuk kajian penelitian

berikutnya.



D. Telaah Pustaka

Perlunya sebuah telaah pustaka dalam sebuah penelitian digunakan untuk
menghindari kesamaan dengan karya terdahulu. Selain itu guna memecahkan
masalah dan mencapai tujuan yang telaah disampaikan sebelumnya, maka
perlunya mencari literatur dari karya sebelumnya untuk menguatkan penelitian
ini. Setelah melakukan penelusuran maka dapat ditemukan karya-karya ilmiah

terdahulu yakni sebagai berikut:

Tesis karya Deni Suprihatin, Mahasiswa Magister Kenotariatan dengan
judul Praktek Pelaksanaaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Kota Pontianak.®
Dalam tesis ini membahas mengenai upaya pihak bank dalam rangka
penyelamatan dan penyelesaian kredit macet yang diikat dengan jaminan
fidusia di Kota Pontianak, menganalisis apakah pelaksanaan eksekusi jaminan
fidusia sudah berjalan efektif, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Hal ini berbeda dengan skripsi penyusun
bahwa akan membahas mengenai implikasi dari dikeluarkannya putusan

mahkamah konstitusi terhadap eksekutorial jaminan fidusia.

Skripsi karya Ahmad Wahyudi yang berjudul Analisa Hukum Terhadap
Kekuataan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia (Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).'® Dalam skripsi ini

® Deni Suprihatin, “Praktek Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Kota Pontianak”,
Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang (2004).

10 Ahmad Wahyudi, “Analisa Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan
Fidusia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), Skripsi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2014).
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membahas mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia menurut
UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan apakah kekuatan
eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia berlaku mutlak.
Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah dalam skripsi ini akan membahas
mengenai implikasi dari dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi terhadap

uji materiil Undang-Undang Fidusia terhadap eksekutorial jaminan fidusia.

Skripsi karya Reza Arbiyanto yang berjudul Eksekusi Jaminan Fidusia
berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No0.09/Pdt/2014/PT.TK).}* Dalam
skripsi tersebut membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam
eksekusi jaminan fidusia terkait Putusan Pengadilan Tinggi No. 09/
Pdt/2014/PT.TK dan pelaksanaan eksekusi jaminan dalam perjanjian
pembiayaan konsumen oleh PT Adira Finance Finance. Sedangkan dalam
skripsi penyusun membahas mengenai analisis terhadap implikasi
dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi terhadap kekuatan eksekutorial

eksekusi jaminan fidusia.

Skripsi karya Pipin Lestari yang berjudul Analisis Yuridis Pengamanan
Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011.%?

Dalam skripsi ini membahas mengenai perbedaan eksekusi jaminan fidusia

11 Reza Arbiyanto, “Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri N0.09/Pdt/2014/PT.TK),
Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta (2017).

12 Pipin Lestari, “Analisis Yuridis Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Peraturan
Kapolri Nomor 8 Tahun 20117, Skripsi Universitas Sriwijaya, Palembang (2018).
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sebelum dan sesudah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 serta faktor-
faktor penghambat yang menjadi hambatan dalam melakukan pengamanan
eksekusi Jaminan Fidusia menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011
sedangkan dalam skripsi penyusun membahas mengenai eksekusi jaminan

fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi.

Tesis karya RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo yang berjudul Eksekusi
Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet Sepeda Motor PT. Adira
Finance Kota Makassar.'®* Dalam skripsi ini membahas mengenai praktik
dilapangan mengenai eksekusi obyek jaminan fidusia yang di lakukan PT. Adira
Finance, serta hambatan yang dialami dalam eksekusi obyek jaminan fidusia
pada PT. Adira Finance Kota Makassar lalu upaya yang dilakukan untuk
mengatasi hambatan tersebut. Sedangkan dalam skripsi penyusun menganalis
implikasi dari keluarnya putusan mahkamah konstitusi tentang eksekusi

jaminan fidusia.

Skripsi karya Rizkytha Eka Putri Wiyatna yang berjudul Legal Protection
on Creditures on Four Wheel Vehicles at The Excecution of Fidusia Guarantee
(Case Study of Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya Batam).'* Dalam skripsi

ini mencari data di lapangan dengan tujuan mengetahui faktor penghambat yang

13 RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, “Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian
Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota
Makassar”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang (2010).

14 Rizkytha Eka Putri Wiyatna, “Legal Protection on Creditures on Four Wheel Vehicles at
The Excecution of Fidusia Guarantee (Case Study of Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya Batam,
Skripsi Universitas Internasional Batam, Batam (2019).
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muncul saat eksekusi jaminan fidusia dan bentuk perlindungan hukum terhadap
kreditur dalam hal eksekusi jaminan fidusia. Sedangkan skripsi penyusun
membahas mengenai eksekutorial jaminan fidusia setelah keluarnya putusan

mahkamah konstitusi.

Jurnal karya Daniel Romi Sihombing yang berjudul “ Perlindungan Hukum
Bagi Debitur Wanprestasi dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia”.®® Jurnal ini
membahas mengenai perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur
berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan
bagaimana upaya hukum jika debitur wanprestasi dalam perjanjian dengan
jaminan fidusia. Sedangkan dalam skripsi penyusun membahas mengenai
implikasi terhadap eksekusi jaminan fidusia paska putusan mahkamah

konstitusi.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan kerangka berpikir yang bersifat teori dan
konseptual mengenai masalah yang akan diteliti.'® Dalam penyusunan skripsi

ini penyusun menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

15 Daniel Romi Sihombing, “ Perlindungan Hukum bagi Debitur Wanprestasi dalam
Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia”,
Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, VVo. 6:1 (Februari 2016).

16 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), him. 29.
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Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi
hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan adalah suatu
perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan
aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun
bersifat represif (pemaksaan), baik secara tidak tertulis maupun tertulis
demi menegakkan peraturan hukum. Menurut Satjipto Raharjo,
perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak
asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan
oleh hukum.’

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah
perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak
asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan
hukum dan kesewenangan.8

2. Teori Keadilan

John Rawls dalam bukunya yang berjudul A Theory of Justice
mengajukan sebuah teori alternatif mengenai keadilan dengan
menghindari kelehamahan utilitarianisme. John Rawls merumuskan
sebuah teori yang dapat mengakomodasikan pribadi individu secara

serius tanpa mempertaruhkan kesejahteraan atau hak-haknya demi

7 Sartjipto Raharjo, llmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), him. 53.

18 Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty,
1999), him. 71.
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kebaikan orang lain, sekaligus menawarkan metode konkret untuk
membuat keputusan fundamental mengenai keadilan distributif yang
menghasilkan suatu keadilan sebagai sebuah kesetaraan (justice as
fairness).t®

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban
nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif
bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif
berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur
mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi
hukum.?® Menurut Gustav Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural
tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu
keadilan, untuk mengisi cita keadilan tersebut harus melihat pada
kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan
hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang
berbeda tentang hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan
relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari
cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum, hukum harus pasti.
Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian yang tetap dari
cita hukum, dan ada diluar pertentangan bagi pendapat politik.

Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan

19 Karen Lebacqz, Teori-Teori Keadilan: Six Theories of Justice, (Bandung: Nusa Media,
2011), him. 49.

20 Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan
Generasi, (Yogyakarta: Genta Publising, 2013), him. 117.
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sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum juga
relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan
lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan
oleh sistem politik.

John Rawls mengatakan keadilan merupakan kebajikan utama
dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.
Hukum dan institusi itu sendiri meskipun telah dibuat seefisien dan
serapi mungkin harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. %
Pada dasarnya pendekatan John Rawls prinsip untuk mengevaliasi
keadilan struktur dasar masyarakatnya, maka prinsip tersebut harus adil
yang dapat diartikan bahwa tidak seorangpun diperbolehkan
mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil
seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya. Karena
itu, prinsip keadilan merupakan hasil dari pilihan yang setara.??

3. Kepastian Hukum

Hans Kelsen mengartikan hukum sebagai sebuah sistem norma,
dimana norma itu sendiri merupakan pernyataan yang menekankan
aspek seharusnya atau das sollen dengan menyertakan beberapa

peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah

21 John Rawls diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan: Dasar-
dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2011), him. 4.

22 penerjemah Yudi Santoso, Teori-Teori Keadilan Six Theories of Justice, (Bandung: Nusa
Media, 2011), him. 50.
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produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang
memuat aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu
bertingkah laku dalam masyarakat. Sehingga aturan tersebut menjadi
batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan
terhadap individu, yang dengan adanya aturan dan implementasi aturan
menimbulkan adanya kepastian hukum.?®

Kepastian hukum memiliki dua pengertian yaitu pertama, adanya
aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa
yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua berupa keamanan hukum
bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh
dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian
hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang,
melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan
hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang

telah diputuskan.?

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan serangkaian hukum, aturan, dan tata cara
tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam

menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang

23 peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), him. 58.

24 1bid., him. 158.
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hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.? Olehkarena itu dalam

penelitian ini penyusun akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini
adalah penelitian pustaka (library research) yakni bentuk penelitian
yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama?®, dengan cara
membaca dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder
serta bahan lainnya yang menunjang berkaitan dengan penelitian.
Bahan-bahan hukum ini memiliki karakteristik yang berbeda namun
terdapat kesamaan yaitu dibutuhkan dalam penelitian pustaka.?’
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan penyusun bersifat deskriftif analistis,
yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian®®. Penelitian ini
bersifat deskriftif analitis memberikan gambaran jelas dan secara
sistematis, akurat yang kemudan dianalisis secara objektif

3. Pendekatan Penelitian

5 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk IImu-llmu Sosial, (Jakarta:
Salemba Humanika, 2010), him. 3.

% Anton Beker, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta:Gramedia, 1994), him. 10.

27 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), him.
50.

28 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), him. 106.
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Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu
hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan
dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak
mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi
untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya
digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah

langkah normatif.?

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penyusun dalam menyusun

skripsi ini meliputi

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki

otoritas (autoritatif) berupa bahan-bahan hukum yang mengikat°.
Bahan hukum primer yang digunakan penyusun dalam penelitian ini
adalah:
1.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V11/2019.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

29 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian IImu Hukum, (Bandung: Penerbit Bandar
Maju, 2008), him. 87.

30 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 118.
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4. Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018
tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang
digunakan untuk melengkapi sumber data primer berupa buku-buku,

jurnal, artikel, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan bahan
hukum diluar bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa
internet, kamus, surat kabar dan sumber lain yang berkaitan dengan

penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan
penelitian kepustakaan olehkarenanya teknik yang digunakan dalam
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif yaitu
dengan mengumpulkan data primer serta buku-buku yang secara

langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data
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sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan
untuk dikutip sebagai pembanding, selanjutnya dianalisis menggunakan

teori yang digunakan.
6. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut pengolahan data penelitian
yang harus dilakukan dengan sangat teliti. Dalam penelitian ini
penyusun menggunakan analisis kualitatif, dimana analisis data
dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Analisis
data kualitatif tersebut merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya
menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari
dan menemukan pola, menemukan suatu penting, dan yang dapat

dipelajari.®*

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah pemahaman
penyusunan skripsi secara keseluruhan guna mendapatkan hasil yang sistematis
yang berisikan uraian dari setiap bab. Maka dalam penyusunan skripsi ini

disajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab | (satu), yakni pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah,

Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Kerangka

31 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif,
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), him. 247.
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teori, Metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian, sifat
penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data serta analisis data,

sistematika pembahasan.

Bab 1l (dua), berisi mengenai tinjaun umum tentang a. hukum benda
meliputi pengertian, jenis, asas, b. hukum perjanjian meliputi pengertian, asas,
jenis, c. jaminan meliputi sejarah, pengertian, macam-macam jaminan, d.
jaminan fidusia meliputi pengertian jaminan fidusia, sifat jaminan fidusia,
pendaftaran jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia, objek dan subjek
jaminan fidusia, e. eksekusi jaminan fidusia meliputi pengertian eksekusi, dasar

hukum eksekusi, eksekusi jaminan fidusia.

Bab 111 (tiga), memaparkan tinjauan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 18/PUU-XV11/2019 yang mengenai mahkamah konstitusi, kasus posisi,

serta pertimbangan hakim dalam memutus pengujian materiil pasal a quo.

Bab 1V (empat), berisi tentang ulasan implikasi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XV11/2019 terkait perubahan dari Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap pelaksanaan eksekusi
jaminan apabila terjadi wanprestasi dan perlindungan hukum bagi debitur pasca

putusan mahkamah konstitusi.

Bab V (lima), berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan yang
merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dianalisis pada bab
sebelumnya, serta berisi saran yang dapat memuat kritik, masukan, usul maupun

rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penyusun

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XV11/2019 tentang pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 15 ayat
(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia, memperhatikan posisi debitur yang hanya bisa
memilih take it or leave it, putusan ini secara filosofis telah memihak
pada debitur untuk memperoleh posisi yang seimbang, maka untuk
menjamin perlindungan hukum dalam yang meliputi kepastian hukum
dan keadilan yaitu dengan kesetaraan posisi hukum antara debitur dan
kreditur agar tidak menimbulkan kesewenangan dalam eksekusi
jaminan fidusia yang dahulu, legitimasi atau kewenangan khusus untuk
melakukan eksekusi secara langsung masih melekat pada kreditur
sepanjang tidak terdapat problematika dengan kepastian waktu kapan
debitur wanprestasi, dan debitur mengakui telah adanya cidera
janji/kesepakatan cidera janji. Hal ini juga memperhatikan asas pacta
sunt servanda menyebutkan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali

selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang
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ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilakukan dengan
itikad baik.

Implikasi dari dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-VI1/2019 ialah penafsiran frasa sertifikat jaminan fidusia
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap,
sepanjang debitur tidak keberatan menyerahkan objek yang menjadi
jaminan fidusia, dan  adanya kesepakatan. Apabila tidak ada
kesepakatan pemaknaan cidera janji dapat dilakukan upaya hukum
untuk menentukan adanya cidera janji. Putusan tersebut tidak merubah
secara fundamental prinsip jaminan fidusia, akan tetapi mahkamah
konstitusi mengarahkan adanya solusi praktik terhadap pelaksanaan
eksekusi jaminan fidusia, atas penafsiran frasa kekuatan eksekutorial
sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap yang terkadang dalam praktiknya terdapat tindakan

melawan hukum dalam proses eksekusi.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak

kekurangan baik dari substansi maupun teknik kepenulisan maka masih sangat

jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian selanjutnya

supaya didapatkan informasi yang lebih akurat tentang eksekusi jaminan

fidusia pasca Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XV11/2019.
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Berdasarkan beberapa pembahasan diatas penyusun menyampaikan saran,

yaitu:

1. Pemerintah diharapkan melakukan tertib perbaikan peraturan mengenai
eksekusi dan pelelangan jaminan.

2. Pemerintah kembali menengaskan pemaknaan yang lebih mendalam apa
yang dimaksud cidera janji dan telah disepakati oleh kedua belah pihak agar
tidak menimbulkan makna yang bias, agar dapat dijadikan pegangan
penentuan cidera janji.

3. Kreditur sebagai penerima fidusia pada saat melakukan eksekusi jaminan
fidusia memenuhi ketentuan penarikan objek jaminan sesuai dengan
peraturan yang telah berlaku baik saat mengeksekusi sendiri maupun

dengan jasa pihak ketiga.
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